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ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/ 2018
Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Menurut Figh
Siyasal’. Dengan tujuan menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana Tinjauan
Undangh-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 55P/HUM/2018 Pada Pemilu 2019? Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana Dalam Putusan Mahkamah Agung
(MA) Nomor 55/P/HUM/2018?.

Data penelitian dikumpulkan dengan hasil studi kepustakaan kemudian
diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif.
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas
mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perfama, putusan Mahkamah
Agung Nomor 55 P/HUM/2018 tentang pencalonan legislatif mantan narapidana
korupsi bahwa dengan adanya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merasa hak
politiknya dicabut, oleh karena itu mantan narapidana korupsi masih mempunyai
hak politik untuk dipilih dan memilih. Terhadap ketentuan pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum, bahwa dengan dihilangkannya korupsi dari para pejabat publik
tentang aturan korupsi di dalam pemerintahan harus diterapkan atau
diberlakukan, sebab syarat untuk menjadi A4/ Al-Halli Wa al-‘aqd salah satunya
yaitu Adil dengan segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari segala
yang haram.

Dengan kesimpulan diatas bahwa agar terciptanya pemilihan umum yang
jujur dan bebas dari mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai legislatif
sewajarnya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
pada pasal 240 ayat 1 dengan memberikan kejelasan narapidana yang
dimaksudkan.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) yang berbunyi
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut berarti bahwa negara
Indonesia berdarsakan atas hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machtsstaat).' Melalui semangat konstitualisme, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelma sebagai hukum yang
paling tinggi yang harus dijadikan rujukan utama dalam pelaksanaan kehidupan
bernegara.2

Indonesia adalah negara konstitusional, artinya negara yang dibatasi oleh
konstitusi.” Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara
berdasarkan konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut
sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide
dasar, hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oleh sebab itu, negara
hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan
anggota-anggotanya yang telah dianggap, maka dari itu lembaga itu lembaga ini

disebut DPR. Dalam sistem ketatanegaraan badan legislatif meliputi MPR, DPR,

! Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)
? Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet 11 (Jakarta:rajawali Pers, 2010), 11.
3 Ibid., 281.

1



dan DPRD, semuanya mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi
perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.' Badan eksekutif biasanya
dipegang oleh badan lembaga eksekutif, di suatu negara demokratis badan
eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti presiden ataupun raja
bersama menteri-menterinya. Badan eksekutif yang mempunyai cakupan luas
yaitu pegawai sipil dan militer. Pengertian dari badan yudikatif adalah kekuasaan
yang mengadili dibagi tiga yaitu, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).’

Calon yang merasa dirugikan yaitu seorang warga negara Indonesia yang
ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu 2019, Wa Ode
Nurhayati, karena merasa tidak pernah dicabut hak politik oleh putusan
pengadulan yang telah mendaftar sebagai calon anggota DPR-RI di Partai
Amanat Nasional dan akan didaftarkan KPU RI merupakan pihak yang
kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018
karena telah membatasi atau mencabut hak politik untuk mendaftar sebagai
calon anggota DPR-RI. Makna dari PKPU itu sendiri adalah semua elemen
termasuk para hakim agung yang ada Mahkamah Agung (MA) harus memiliki
semangat dan komitmen yang sama dengan komisioner KPU untuk melarang

para terpidana kejahatan luar biasa (bandar narkoba, kejahatan seksual kepada

* Miriam Budiarjo, Hukum Tata Negara Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 15.
° Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 20006), 247.



anak dan korupsi) agar tidak bisa menjadi calon legislatif agar proses pemilu
benar-benar bersih dari mantan narapidana sehingga bisa melahirkan para
pemimpin atau wakil rakyat yang berintergritas atau memiliki moralitas yang
bisa dihandalkan.® Makna dari putusan 55/P/HUM/2018 yaitu Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 membatalkan frasa “Mantan
Narapidana Korupsi” yang berarti Mahkamah Agung (MA) memperbolehkan
mantan narapidana korupsi untuk mecalonkan diri sebagai calon wakil rakyat.

Kasus korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai
keseluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, kasus
korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kasus yang terjadi dan
jumlah kerugiaan negara serta dari segi kualitas kasus korupsi yang telah
dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat.’

Seharusnya telah disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang
semakin tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas
kehidupan perkenomian yang ada di Indonesia tetapi juga pada kehidupan
berbangsa dan bernegara pada umumnya. Keberadaan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen diharapkan mampu memberikan

supervise terhadap kinerja kepolisan dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak

6 Memaknai PKPU, dalam https://www.kompasiana.com/muchith/memaknai-pkpu-nomor-20-
tahun-2018 . Diakses Pada 18 Mei 2019.
7 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.


https://www.kompasiana.com/muchith/memaknai-pkpu-nomor-20-tahun-2018
https://www.kompasiana.com/muchith/memaknai-pkpu-nomor-20-tahun-2018

pidana korupsi. Kasus korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social
dan hak ekonomi masyarakat, sehingga kasus korupsi tidak dapat lagi
digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi
kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), yang membutuhkan penanganan
khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang khusus berwenang
mengurusi masalah penanganan kasus korupsi tanpa ada intervensi dari pihak
manapun.

Salah satu isu yang saat ini mengenai mantan narapidana korupsi yang
diperbolehkan menjadi legislatif. Di antaranya setiap orang memiliki riwayat
pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai calon
legislatif namun wajib mengumumkannya ke publik. KPU melarang mantan
narapidan koruptor menjadi calon legislatif sebagai bagian dari upaya KPU untuk
menjalankan pemerintahan yang anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Merujuk pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilu yang berbunyi “tidak pernah dipenjara berdasarkan utusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

mantan narapidana”, yang artinya menyebut mantan narapidana yang selesai



menjalani hukuman lima tahun atau lebih dapat menjadi calon legislatif, asalkan
mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya.®

Masyarakat memberikan respon negatif terkait diperbolehkannya mantan
narapidan korupsi untuk maju sebagai calon wakil rakyat atau menjadi legislatif.
Masyarakat menilai masih banyak warga negara Indonesia yang lebih berhak dan
mempunyai jejak karir yang lebih baik untuk maju sebagai calon wakil rakyat.
Sedangkan calon wakil rakyat berstatus mantan narapidana korupsi adalah sosok
yang telah berkhianat pada rakyat dan negara. Sebab dia pernah berkhianat pada
rakyat artinya dia tidak bisa bertanggung jawab dengan benar, memperbolehkan
mantan narapidana korupsi menjadi calon wakil rakyat lagi menunjukkan sebuah
kemunduran dalam sebuah negara. Walaupun kita sebagai warga negara
Indonesia punya hak untuk tidak memilihnya, tapi negara harusnya juga punya
hak untuk menolak mereka jadi calon wakil rakyat lagi. Di negara Indonesia
tidak kekurangan warga yang baik dan bersih untuk menjadi calon wakil rakyat.
Keputusan Mahkamah Agung telah mencoreng dunia politik di Indonesia,
keputusan Mahkamah Agung telah membunuh kepercayaan masyarakat terhadap
wakil rakyatnya. Seharusnya, mantan narapidana korupsi diberikan sanksi sosial

atau memberikan efek jera. Kalau mereka masih diperbolehkan mencalonkan diri

¥ Isu-Isu Mantan Napi,dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255. Diakses pada
03 Mei 2019.


https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255.%20Diakses%20pada%2003
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255.%20Diakses%20pada%2003

lagi, pasti bakal diikuti sama yang lain, kalau mereka saja bisa balik kerja di
instansi pemerintah, pasti mereka akan mengulangi hal yang sama.’

KPU menuturkan bahwa mantan narapidana korupsi memiliki kesempatan
untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2019. Namun,
ditegaskan sekali lagi bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menolak
pendaftaran calon legislatif yang tidak sesuai peraturan KPU dalam proses
verifikasi. Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan
anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota melarang, pelanggaran
pencalonan mantan narapidana bandar narkoba, kejaahatan seksual terhadap
anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani
pimpinan partai politik. KPU menyerahkan penilaian kepada masyarakat saat
ditanya apakah kesempatan mantan narapidan korupsi mendaftar jadi calon
legislatif justru melanggar ketentuan soal pakta integritas. Pasalnya, pakta
integritas menjadi salah satu syarat dalam penyerahan berkas pendataan. '’

Salah satu partai di negara Indonesia mengungkapkan tentang perihal yang
berkaitan dengan mantan narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai

calon wakil rakyat yaitu dari sejumlah petinggi dari dewan pimpinan pusat (DPP)

partai politik itu juga mengaku sudah memberikan sanksi, minimal memberikan

’ Tanggapan Masyarakat Tentang Mantan Napi, dalam https:/megapolitan.kompas.com/read/
2018/09/21/19011531/mantan-napi-korupsi-boleh-jadi-caleg-apa-tanggapan-warga?page=all.
Diakses pada 3 Mei 2019.

" KPU Persilakan Mantan Napi, dalam https:/nasional. kompas.com/read/2018/07/05/
1753393 1/kpu-persilakan-mantan-napi-korupsi-daftar-caleg-tetapi?page=all. Diakses pada 3 Mei
2019.


https://megapolitan.kompas.com/read/%202018/09/21/19011531/mantan-napi-korupsi-boleh-jadi-caleg-apa-tanggapan-warga?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/%202018/09/21/19011531/mantan-napi-korupsi-boleh-jadi-caleg-apa-tanggapan-warga?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/%2017533931/kpu-persilakan-mantan-napi-korupsi-daftar-caleg-tetapi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/%2017533931/kpu-persilakan-mantan-napi-korupsi-daftar-caleg-tetapi?page=all

terguran kepada kepengurusan di daerah yang meloloskan calon legislatif mantan
narapidana koruptor. Salah satunya sekretaris jenderal Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) mengungkapkan, mengklaim bahwa DPP PPP langsung
menegur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP yang mengajukan mantan
narapidana koruptor sebagai calon legislatif. PPP adalah salah satu partai yang
tercatat mencalonkan tiga mantan narapidan koruptor dalam pemilihan legislatif
2019. Padahal pada pengumumannya PPP itu bersih dari pencalonan anggota
legislatif yang berlatar belakang mantan narapidana koruptor. Bahwasannya DPP
PPP telah memberikan peringatan secara organisatoris kepada DPC setempat.
Selaku sekretaris jenderal PPP mengakui pengawasan DPP PPP terhadap
pencalonan legislatif di tingkat kabupaten/kota setempat masih belum maksimal.
DPP PPP telah memerintahkan struktur partai untuk tidak membantu
pemenangan calon legislatif yang berstatus mantan narapidana koruptor. "'

Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan tentang diperbolehkannya
mantan narapidana korupsi untuk menjadi wakil rakyat dalam putusan
Mahakamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 dalam putusan tersebut
dibolehkannya mantan narapidan korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota
legislatif yang kemudian akan ditinjau berdasarkan Figh Siyasah.

Istilah politik dalam bahasa Arab adalah Siyasah merupakan bentuk isim

mashdar (kata benda dasar), berasal dari kata kerja dasar yang sasa — yasusu —

' Parpol Eks Koruptor,dalam https://nasional.kompas.com/jeo/caleg-eks-koruptor-siapa-saja-dan-
apa-kata-parpolnya. Diakses pada 6 Mei 2019.


https://nasional.kompas.com/jeo/caleg-eks-koruptor-siapa-saja-dan-apa-kata-parpolnya.%20%20Diakses%20pada%206
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siyasah. Makna dasarnya mengurus sesuatu dengan hal yang membawa kebaikan
baginya. Dalam bahasa Arab sendiri istilah dari siyasah banyak penunjukan,
arahan dan kandungan makna siyasah adalah memperbaiki dan mempertahankan
kebaikan dengan berbagai sarana seperti arahan, pengajaran adab, penataan
akhlak, perintah dan larangan, melalui sebuah kemampuan yang bersandar
kepada kekuasaan dan kepemimpinan.

Berikut adalah makna Siyasah dalam As-Sunnah' :
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“Para Nabi tersebut mengatur urusan mereka sebagaimana para pemimpin
dan pejabat melakukannya terhadap rakyat. Siyasah adalah mengurus
sesuatu perkara dengan melakukan hal yang membawa kebaikan bagi
sesuatu perkara tersebut.” (Sahih Muslim bin Sharh An-Nawawi, 12/231).

Suatu negara membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu
negara. Sebab tanpa adanya aturan yang jelas dari suatu negara tentu akan kacau.
Dari situlah diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk
menata dan bentuk dari tanggungjawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah
yang akan dipelajari dalam figh dusturiyah. Dimana dalam figh ini tidak hanya
menjelaskan tentang pemerintah saja tetapi mengenai hak-hak rakyat juga. Figh
dusturiyah juga menjelaskan tentang pemba’iatan dalam suatu pemerintah dan

bagaimana cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan

'2 Atahullah Jurdi, Politik Islam. (Yogyakarta: Calipulis. 2016), 67



Islam. Kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan atas keinginan rakyat
agar tidak terjadi perpecahan dalam umat.

Figh dusturiyah disini mempunyai pengertian sendiri yaitu hubungan
antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya yang berada di pihak
lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh
karena itu dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan perundang-undangan
yang dituntut dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan
manusia serta memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu penulis berkeinginan
untuk menuangkan permasalahn ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan
judul: Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota

Legislatif Mantan Narapidana Menurut Figh Siyasah.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengetahui
masalah-masalah sebagai berikut:
1. Calon legislatif mantan narapidana pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun
2018

2. Kedudukan calon legislatif mantan narapidana menurut figh siyasah
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Kriteria calon legislatif pada pemilu 2019

Kedudukan mantan narapidana pada pencalonan legislatif 2019
Pembatan hak politik dalam sistem demokrasi konstitusional
Pentingnya fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2019

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan untuk

mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan

membatasi masalah yang akan dikaji, meliputi:

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap putusan
Mahkamah Agung nomor 55 P/HUM/2018 pada pemilu 2019.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Putusan
Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota
Legislatif Mantan Narapidana menurut Figh Siyasah.

. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan

penelitian difokuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 pada pemilu 2019?

Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap calon legislatif —mantan
narapidana  dalam  putusan = Mahkamah Agung (MA) Nomor

55/P/HUM/2018?
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D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau hasil penelitian yang sudah
pernah dilakukan sebelumnya diseputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.'?

Sejauh ini yang penulis ketahui, belum ada yang membahas tentang
Tinjauan Yuridis Figh Siyasah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 55 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Legislatif Mantan Narapidana.
Dalam kajian pustaka ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. “Analisis Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.
04/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota
Legislatif”. Skripsi tersebut ditulis oleh Dewi Fortuna. Hasil dari penelitian
tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 yang
menyatakan memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan permohonan pengujian

terhadap pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat 1 hurug g UU pemilu, dan pasal 58

" Tim Penyusun Fakultas Syari’ah, Petunjuk Teknis: Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press,. 2014), 8.
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huruf f UU pemilu, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional
bersyarat.'*

2. “Studi Analisis Hukum Positif Dan Figh Siyasah Terhadap Putusan
Mahkamah Agung No 46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan
KPU No. 20 Tahun 2018” Skripsi tersebut ditulis oleh Nuryani Rahma. Hasil
dari penelitian tersebut adalah putusan mahkamah agung membatalkan
ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 pasal 11 ayat 1 huruf d dan pakta integritas
B.3 pada frasa korupsi peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 karena dinilai
bertentangan dengan Undang-Undang, pembatalan mengakibatkan ketentuan

pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

E. Tujuan Penelitian
Berpijak pada rumusan masalah dia atas, maka diformulasikan tujuan
penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor

55/P/HUM/2018 tentang pecalonan anggota legislatif mantan narapidana.

"* Dewi Fortuna, Analisis Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-
VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif. (Skripsi-UIN
Raden Intan, 2017).

' Nuryani Rahma, Studi Analisis Hukum Positif Dan Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah
Agung No 46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018
(Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2019).
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Untuk mendeskripsikan tinjavan Figh Siyasah terhadap putusan Mahkamah
Agung Nomor 55/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif

mantan narapidana

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat penelitian dibagi dua, yaitu dari manfaat teoritik dan praktis.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritik

Penelitian ini akan menambah khazanah dalam disiplin tentang ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan
implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 tentang
pecalonan anggota legislatif mantan narapidana. Di sisi lain, bermanfaat
untuk mengetahui dan memahami teori, konsep, maupun isu yang
berkembang menurut figh siyasah.
Manfaat Praktis

Implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 tentang
pencalonan anggota legislatif mantan narapidana. Karna mengarahkan masa
depan negara yang lebih baik, untuk rakyat, dalam rangka menyambut
pemilihan calon legislatif. Dan juga bangsa bersih dari korupsi, sehingga

martabat dan harga diri suatu bangsa bisa terjaga dengan baik. Martabat dan



14

harga diri suatu bangsa bisa dipelihara tatkala para pemimpin bersih dari

korupsi.

G. Definisi Operasional

Judul dalam penelitian ini adalah “Tinjavan Yuridis Figh Siyasah

Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang

Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana”, maka definisi operasional

yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 adalah putusan dimana
pemohon menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan inti dari putusan ini adalah KPU yang
memaksakan pelarangan mantan terpidana bandar narkoba,kekerasan seksual
terhadap anak dan korupsi menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2019 .

Figh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu
ketatanegaraan dalam Islam, figh siyasah antara lain membicarakan tentang
siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan

bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang
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diberikan  kepadanya dan kepada siapa pelaksana  kekuasaan
mempertanggungjawabkan kekuasaannya.'®

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah undang-undang yang mengatur
tentang berjalannya pemilu agar dapat berlangsung secara luberjudil
(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dan selain itu agar
terciptanya pemimpin yang bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).

4. Narapidana adalah terpidana yang mejalani pidana hilang kemerdekaan di
lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya,
ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan

Indonesia."”

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yakni penelitian normatif.
Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya
meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin dan

yurisprudensi.'® Hal yang paling penting dalam penelitian normatif yaitu

' Muhammad Iqbal, Figh Siyasah (Kontekstualiasasi Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2000), 4

' Istilah Narapidana, dalam https:/id.wikipedia.org/wiki/Narapidana. Diakses padal8 Mei 2019.
'87ainal Asikin & Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), 119.
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usaha untuk menemukan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan
guna menjawab permasalahan tertentu.
2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka pengumpulan
data yang akan yang dilakukan adalah berupa data sebagai berikut yang
meliputi: (a) Data tentang tinjauan undang-undang nomor 7 tahun 2017
terhadap putusan 55/P/HUM/2018 (b) Data tentang ketentuan dalam figh
siyasah terhadap putusan 55/P/HUM/2018.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari
sumber pertama atau sumber aslinya.'” Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan
informasi tidak langsung.”® Artinya data-data yang bersifat membantu
atau menunjang dalam melengkapi sumber primer, diantaranya adalah:
1) Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar

Grafika, 2010.

" Irfam Tamwifi, Metode Penelitian, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 219-220
20 :
Ibid., 221.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Imam Amrusi Jaelani, et al..., Hukum Tata Negara Islam,
Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian, Surabaya: UINSA Press, 2014.
Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Putusan Mahkamah Agung No. 55 P/HUM/2018 dalam perkara
pengujian Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam
pemilu 2019.

Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009.

M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Sirajuddin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara.

10) J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran),

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

11) Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikkan Janji,

Wakafkan diri, Malang: Intrans Publishing, 2016.

12)Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi,

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
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c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan buku yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kepustakaan (/ibrary reseach). Artinya metode yang
berupa pengumpulan bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan bahan-
bahan baik peraturan perundang-undangan, buku, artikel, skripsi atau
jurnal-jurnal hukum, berdasarkan topic permasalah yang telah
dirumuskan.
d. Teknik Pengelolahan Data
Dari sumber data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya yaitu
pengelolahan data meliputi pengindentifikasian data, pengklasian data
dan analisis data.
e. Teknik Analisis Data
Teknik untuk menganalisi data dilakukan dengan metode deskriptif
analisis yaitu upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi
sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk
solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.
Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk
merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa

dipergunakan dalam mengambil keputusan kesimpulan.
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Sistmatika Penulisan

Dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka
penulisan skripsi dibagi kedalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas
beberapa sub sesuai pembahasan dan materi yang akan diteliti.

Bab pertama berupa pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penulisan dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan teori-teori yang diparparkan adalah
tentang konsep Hukum Tata Negara Islam (Figh Siyasah).

Bab ketiga berisi tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor
55/P/HUM/2018 tentang pencalonan legislatif mantan narapidana.

Bab keempat berisikan jawaban atas rumusan yang didasarkan pada
landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua
jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana tinjauan undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor
55/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana dan
yang kedua bagaimana Tinjauvan yuridis Figh Siyasah terhadap putusan
Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 tentang pencalonan legislatif mantan

narapidana.
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Bab kelima yaitu penutup merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan
saran. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran
terdiri dari masukan dari penulis terkait dengan penelitian mengenai pencalonan

legislatif mantan narapidana.



BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG AHL AL-HALLI WA AL-‘AQDI DALAM
FIQH SIYASAH

A. Pengertian Ahl Al-Halli Wa Al-‘Aqd

Secara bahasa ahl al-halli wa al-‘aqd terdiri dari tiga kata: ah/ yang
berarti orang yang berhak (yang memilih), a/l-hall yang Dberarti
melepaskan, menyesuaikan dan  memecahkan, ‘agdi yang berarti
mengikat, mengadakan tansaksi, membentuk. Oleh karna itu ah/ al-halli
wa al-‘agd dapat diartikan dengan orang-orang yang mempunyai
wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau Dewan Perwakilan
Rakyat.?!

Secara harfiah, ahl al-hall wa al-‘agd berarti orang yang dapat
memutuskan dan mengikat. Para ahli Figh Siyvasah merumuskan
pengertian ahl al-hall wa al-‘aqgd sebagai orang yang memiliki
kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama
umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl/ al-hall wa al-‘aqd adalah
lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau
suara masyarakat.**

Istilah ini dirumuskan oleh para ulama fikih untuk sebutan bagi
orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat menyuarkan hati nurani

mereka. Ahl al-hall wa al-‘agd diartikan dengan orang-orang yang

! Farid Abdul Khaliq, Figih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2005), 82.
> Muhammad Iqbal, Figh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 138.
19
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mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Dengan kata
lain AAhl al-hall wa al-‘agd adalah lembaga perwakilan yang menampung
dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.”

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah ah/ al-hall
wa al-‘agd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama
yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan,
Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai ah/ al-
hall wa al-‘agd yang bertindak sebagai wakil wumat. Walaupun
sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali
bersifat  spontan atas dasar tanggung jawab  umum terhadap
kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun, kemudian kedua tokoh
tersebut mendapat pengakuan dari umat.

Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr.
Abdul Karim Zaidan. AAl al-hall wa al-‘agd  ialah orang-orang yang
berkicimpung  langsung dengan rakyat yang telah  memberikan
kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil
itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kecermelangan pikiran
serta  kegigihan mereka di dalam  memperjuangkan  kepentingan

rakyatnya.”’ Sedangkan menurut Al-Nawawi ahl al-hall wa al-‘agd

» Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, 168.
** Pulungan, Fikih Siyasah, 72.
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adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-
unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.*
Dalam Al-Qur’an surat a/-Nisa’ ayat 59 Muhammad Abduh

menyamakan ahl al-halli wa al- ‘agd dengan ulil amri yang menyatakan:26
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’: 59)

Dalam Al-Qur’an surat A/-Nisa’ Muhammad Abduh menafsirkan wu/il amri
dan ahl al-halli wa al-‘agd sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan
keahlian yang adal dalam masyarakat. Ulil amri adalah “aA/ al-halli wa al-‘aqd
dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para
ulama, para pimpinan militer dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan
rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahtan publik. Apabila

mereka menyetujui atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya

5 1bid.,

% Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Sygma, 2005), 125.
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dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar
perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawir.

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar AAl al-hall wa al-‘agd
dalam kitab Allah, yakni ulil amri pengawas atas kewenangan eksekutif dan
legislatif ia hanya disebutkan dengan lafal A/-Ummah, dan tugasnya hanya
terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya
segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk
rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang
dzalim, yakni yang melakukan tindakan menyimpang dalam pemerintahan.?’

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa pengertian ahl al-hall wa al-
‘aqd secara istilah yakni orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di
dalam sebuah Negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu.
Apabila Al-Qur’an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam
tidak menyebtukan ah/-halli wa al-‘aqd atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun
sebutan itu hanya ada dalam fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan
hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini yang ada

dalam Al-Qur’an dengan u/il amri.

. Syarat-Syarat Ahl al-Hall wa al-‘Aqd

7 Abdul Khaliq, Figih Politik Islam, 87.
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Diantara syarat-syarat yang telah disepakati oleh sebagian ulama, tetapi
ssebagian ulama lainnya menjadi bahan perdebatan. Sebab besarnya perhatian
mereka dengan syarat-syarat ini, kembali pada pandangan mereka bahwa
kekuasaan itu adalah amanah yang wajib ditunaikan oleh orang yang memikulnya
dengan semestinya hingga tercapai tujuan.*®

Menurut Al-Mawardi menyebutkan bahwa ah/ al-hall wa al-‘agd dengan
ahl-ikhtiar yang harus memenuhi tiga syarat, yakni:*

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya

2. Memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan
persyaratan-persyaratannya.

3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih
imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang
kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Sedangkan Hasan al-Banna mengelompokkan ah/ al-hall wa al-‘aqd
kedalam tiga golongan yaitu:*’

1. Faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan

melakukan cara ijtihad.

2. Orang-orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat

2 1bid., 107.

** Djazuli, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2009), 76
0 Iqbal, Figh Siyasah, 141.
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Orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau
golongan.

Namun mereka tidak merinci lebih jauh tugas dan wewenangnya, masa

jabatan dan hubungaan mereka dengan rakyat maupun dengan kepala negara.

Akhirnya, konsep ahl al-hall wa al-‘agd pun masih bersifat abstrak dan

memerlukan pengembangan. Agaknya al-Mawardi agak maju membicarakan

wewenang ahl al-hall wa al-‘agd yang dapat menjatuhkan kepala negara bila

terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntunan agama.”'

Selain yang disebutkan di atas Imam al-Mawardi juga memberikan tujuh

syarat untuk menjadi ah/ al-hall wa al-‘agd:”

1. Adil dengan segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari segala
yang haram

2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijitihad di dalam
berbagai kasus dan hukum

3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehinjgga
ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya

4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat
menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat

5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan mengurusi
kemaslahatan

1 Ibid., 142.

** Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 11.



25

6. Memiliki rasa tanggung jawab dalam mempertahankan Negara

7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan 7jma’.

C. Mekanisme Pemilihan AA/ al-Hall Wa al-‘Aqd

Tidak diterapkannya dengan cara tertentu untuk sebuah proses pemilihan
ahl al-hall dan dengan tidak dicantumkannyua dalam nash al-Qur’an atau langkah
formulasi yang diwajibkan dari Rasul beserta Khulafa’ ar Rasyidin, masalahnya
diserahkan kepada tiap generasi dengan cara ijtihadnya masing-masing. Mereka
mumpunyai hak untuk menentukan apakah anggotanya dipilih secara langsung
atau tidak sebab Negara tersebut memiliki beberapa daerah bawahan. Persoalan
seperti ini yang begitu rinci diterapkan dalam pertimbangan situasi dan kondisi
masing-masing Negara. Sedangkan yang paling penting yaitu penerapan dari
prinsip musyawarah melalui cara pemilihan umum untuk seluruh rakyat
meskipun itu laki-laki maupun perempuan dari segala golongan dan tingkatan

melalui prosedur yang ada dan telah ditentukan oleh suatu Negara.33
Pada era modern dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat
terhadap agama Islam, pemikiran tentang ahl al-hall wa al-‘agd sangat
berkembang. Para ulama Siyasah mengungkapkan bahwa pentingnya

pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau yang disebut DPR (Dewan

Perwakilan Rakyat) sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka

3 Ahmad Salaby, Dasar-Dasar Pemerintahan Islam (Jakarta: Pustaka Nasional, 1967), 37.
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mengemukakan gagasan tentang ahl al hall wa al-‘agd ini dengan

mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di

barat. Tapi dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota ah/ al-hall wa al-

‘agd atau DPR ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:**

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini
anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota ah/
al-hall wa al-"agd sesuai dengan pilihannya.

2. Pemilihan anggota ahl al-hall wa al-‘agd melalui seleksi dalam masyarakat.
Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan
mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk
kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota
ahl al-hall wa al-‘aqd.

3. Di samping itu, ada juga anggota ahl al-hall wa al-‘agd yang diangkat oleh
kepala negara.

Di antara ketiga cara demikian, cara yang pertamalah yang lebih kecil
kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas.
Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota ah/ al-hall
wa al-‘agd yang akan mewakilinya, sesuai dengan pilihan terbaiknya. Sedangkan
cara kedua sangat subyektif sehingga bias menimbulkan penyimpanan.

Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota ah/ al-hall

** Iqbal, Figh Siyasah, 143.
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wa al-‘agd untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh
kepala negara. Dengan demikian posisinya tersubordinasi oleh kepala negara.
Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem
pengangkatan di samping pemilihan dalam menemukan anggota ah/ al-hall wa al-
‘agd selama orde baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka tidak
mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang tidak

. o 35
mencerminkan aspirasi rakyat.

. Keanggotaan Ahl al-Hall Wa al-‘Aqd

Anggota ahl al-hall wa al-‘agd pada zaman Rasullah Saw, para ahli
musyawarah tersebut terdiri dari para sahabat utama, antara lain Abu Bakar,
Umar, Ali, Zubair bin Awwan. Talhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, Abu
Ubaidillah, Said bin Al-As. Mereka inilah yang diajak musyawarah oleh Rasullah
Saw dalam urusan umat.*

Berangkat dari praktek yang dilakukan inilah pada A/-Khulafa’ al-
Rashidin, para ulama Siyasah merumuskan pandangannya tentang siapa ahl/ al-

hall wa al-‘agd yang antara lain:

% Igbal, Figh Siyasah., 143-144.

%% Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, 174.
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1. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat, mereka adalah pemuka
masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan dan kalangan profesi
lainnya, serta angkatan bersenjata.

2. Ibnu Taimiyah berpendapat a/-shawqgah terdiri dari orang-orang yang
berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan
terhormat di masyarakat.

3. Imam Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah ulama, para Khalifah dan
para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dengan demikian para anggota ahl al-hall wa al-‘agd dapat terdiri dari
semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanapa
memandang dari mana mereka berasal.’’

Al-Mawardi tidak menetapkan berapa seharusnya jumlah anggota AA/ al-
hall wa al-‘aqd. 1a hanya mengutip beberapa pendapat dan menyebutkan bahwa
jumlahnya harus berjumlah cukup mewakili seluruh kerajaan islam. AA/ al-hall
wa al-‘aqd adalah makna subtantif dari terjemahan lembaga yang disebut dengan
majelis shura sebab secara fungsional adalah orang yang berperan sebagai wakil
umat. Dalam pemikiran politilk modern, gelar AA/ al-hall wa al-‘agd memiliki
makna khusus, gelar tersebut erat kaitannya dengan makna luas konsep shura,
suatu istilah yang sebelumnya bermakna musyawarah di antara orang-orang

istimewa tentang masalah-masalah politik.

7 Ibid., 175.
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Pengertian dari majelis shura yakni orang-orang perwakilan dari sebagai
hasil yang dipilih dari umat. Persyaratan dan hak pilih yang harus dipenuhi oleh
para pemilih dan calon anggota para majelis shura tidak dikemukakan secara
rinci oleh al-Qur’an maupun Sunnah. Demikian diserahkan sepenuhnya kepada
kemampuan masyarakat untuk membuatnya sendiri yang sesuai dengan kondisi
dan kemampuan yang dihadapi. Penting dalam pelaksanaan musyawarah dan
aturan pengambilan keputusan mereka tetap berpegang teguh pada prinsip yang
ada dalam ajaran agama islam yakni keadilan dan kebebasan dan persamaan
dalam bicara maupun mengungkapkan argumen meskipun itu hanya berupa
pendapat mayoritas maupun minoritas. Telah ditegaskan dalam paigam madinah
tentang praktek Nabi melaksanakannya bahwa musyawarah itu sangatlah penting
dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat untuk menyelesaikan
berbagai masalah yang timbul, sebagaimana firman Allah dalam surat A/-Shura

ayat 38 sebagai berikut:*®
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“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.” (Q.S. Al-Shura: 38).

¥ 1bid,, 176.
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Al-Qur’an telah menjelaskan dengan cara menyerahkan kepada kitab-kitab
Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya, apa sing sudah didapatkannya diketahui
bahwa itu sesuai dengan kita dan wajib mengambilnya. Sedangkan apa yang
tidak sesuai dapat diketahui bahwa itu tidak sesuai dan harus ditinggalkan.
Dengan demikian sudah hilang pertentangan dan kesamaan. Musyawarah tidak
mungkin dilakukan dengan antar kelompok yang mewakili rakyat dan itu tidak

lain adalah AAl al-hall wa al- ‘aqd.39

. Wewenang Ahl al-hall wa al-‘aqd
Menurut  Yusuf al-Qardhawi yakni, para ahli figh mengutarakan

pendapatnya, yaitu bahwa lembaga ini hanya mempunyai fungsi politik saja,
dengan memilih pemimpin mengoreksi atau mengontrol dan berbay’at terhadap
tugas-tugas anggotanya, serta memecata pemimpin yang telah terbukti secara
jelas menyimpang dari sumpah jabatannya yang telah dikatakan. Wewenang AA/
al-hall wa al-‘agd dapat diklasifikasi sebagai berikut:*
1. Ahl al-hall wa al-‘agd memberikan pendapat kepada pemimpin
2. Seorang pemimpin hendaknya memberikan konsep rancangan hukum atau

undang-undang untuk majelis atau Ah/ al-hall wa al-‘aqd agar diberikan

pengesahan.

39 11.s
Ibid., 177.
* Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 72.
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3. AAhl al-hall wa al-‘agd mempunyai hak untuk mengoreksi dan
mengendalikan.

4. Ahl al-hall wa al-‘agd memiliki hak untuk menerima tuntutan yang berasal
dari rakyat.

5. Ahl al-hall wa al-‘agd memiliki hak membatasi jumlah calon yang akan
menajadi pemimpin.

Dari lima kewenangan yang telah disebutkan diatas maka dapat dianalisis
sebagai berikut:*!

1. Dapat memberikan pendapat kepada pemimpinnya. Ada dua pendapat yang
dapat dijadikan acuan. Pertama, sebagai landasan terbentuknya, iklim
musyawarah. Kedua, dapat mencermati pelaku sejarah Rasullah Saw dan
beserta sahabat ketika harus menghadapi permasalahan yang harus segera
terlaksanakan. Dari dua pendapat tersebut, muncul dua konsekuensi hukum
yang harus dihadapi yaitu memberikan pendapat kepada pemimpin yang
dilakukan oleh AA/ al-hall wa al-‘aqd dan pejabat dalam jalur yang sesuai
dengan konstitusi, maka kebijakan yang seperti itu berasal dari pendapat AA/
al-hall wa al-‘agd yang sesuatu yang mengikat.

2. Pemimpin harus bias membuat konsep atau rancangan hukum kepada Ah/
al-hall wa al-‘agd. Hal ini hanya dilatar belakangi oleh kesepakatan para

sahabat Rasullah Saw ketika khalifah menetapkan suatu ketentuan hukum

' bid., 73.
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sebab dilihat dari kapasitas misalnya Abu Bakar dan Umar sangat
memahami esensi dari keputusan yang telah diutarakan.

Ahl al-hall wa al-‘agd memiliki hak untuk mengoreksi dan mengendalikan
pemimpin. Islam melarang dengan adanya kekuasaan mutlak seorang
pemimpin. Kekuasaan hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu
mengendalikan dan mengoreksi pemimpin hanya langkah pengendalian yang
efektif untuk menghindari pelaksanaan musyawarah, karena pada hakikatnya
pemimpin bukan hanya memiliki kekuasan yang di atas prinsip amanah dan
maslhah yang berarti dalam penerapannya Ahl al-hall wa al-‘agd harus
benar-benar memposisikan statusnya dengan cara yang bijak setiap melihat
pelaksanaan yang telah diterapkan oleh penguasa yang sesuai dengan nilai-
nilai islam.

Ahl al-hall wa al-‘agd memiliki hak untuk memberikan pengkoreksian dan
kritik yang tegas terhadap pejabat atau pemimpin negara. Apabila
mengajukan pemberhentian terhadap pejabat atau pemipin tersebut. Karena
secara historis yang begitu praktis dan sederhana, seperti pemecataan oleh
Rasul, terhadap Amil Bahrain dan pemberhentian Sa’ad dari jabatan wakil
dari Umar. Ahl al-hall wa al-‘aqd kalau dilihat secara tegas dan fungsinya,
pada hakikatnya adalah penyalur aspirasi rakyat secara keseluruhan yang

harus didengar dan dipatuhi aspirasi mereka, selama tidak beretentangan
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dengan syariat. Sedangkan jabatan pemimpin itu hanya amanat yang harus
ditanggungjawabi di hadapan Tuhan dan masyarakat.

Setelah diutarakan analisis kewenangan dari AA/ al-hall wa al-‘agd dapat
diketahui hubungan ah/ al-hall wa al-dgd dan pemimpin bukan hanya sekedar
jalanan oposisi yang saling melempar tanggung jawab dan tumpang tindih. Tapi
tujuan yang dicita-citakan negara untuk dapat saling membantu menanggulangi
segala masalah masyarakat dan pemerintahan, menemukan solusi yang terbaik
dalam penyelenggaraan negara agar tercipta kehidupan yang harmonis dan

tenang serta sejahtera.*

2 bid., 74.
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TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 55/P/[HUM/2018

TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN
NARAPIDANA

A. Kronologi Permohonan Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana
Larangan mantan terpidana bandar narkoba, kekerasan terhadap anak dan
korupsi yang bakal menjadi anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 banyak
menimbulkan polemik dan reaksi di kalangan masyarakat. Bahwa KPU yang
ingin mengatur pelarangan mantan narapidana bandar narkoba, kekerasan
terhadap maupun korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif pada pemilu
tahun 2019 ini, mulai awal telah banyak menimbulkan perdebatan yang sangat
gempar hingga saat ini menjadi suatu polemik di kalangan masyarakat.

Inti dari suatu permasalahan yang menjadi polemik yakni adalah KPU yang
tetap ingin memaksakan pelarangan mantan narapidana kekerasan terhadap anak,
bandar narkoba dan korupsi untuk menajdi calon anggota legislatif pada pemilu
tahun 2019 padahal tersebut telah dianggap bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Sebagai lembaga pembantu, KPU telah diberikan kewenangan untuk
membentuk peraturan KPU yang disetiap pemilihan umum dengan tujuan agar
terlaksananya pemilihan yang berintegritas dengan berpedoman kepada ketentuan-
ketentuan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan dari perturan perundang-
undangan yang baik serta tidak melanggar hak asasi amnusia yang telah dijamin

dalam konstitusi negara.

33
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Pada peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (3) dan pada
frasa “korupsi” di nilai dibentuk dengan menggunakan penafsiran berlebihan.
*3Sedangkan pada penafsiran pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum telah disebutkan tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadulan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sebab telah melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.**

Hal tersebut dianggap telah menafsirkan secara berlebihan oleh pihak
penyelenggara pemilihan umum. Sebab dalam ketentuan hal tersebut tidak pernah
menyebutkan syarat yang melarang mantan narapidana korupsi untuk
mencalonkan diri sebagai bakal calon DPR/DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu bahwa sesuatu ketentuan sanksi atau pelarangan seharusnya
diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan melainkan pada undang dan
putusan pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan larangan mantan terpidana korupsi
yang telah mencalonkan diri telah dianggap mencabut hak asasi seseorang yaitu
hak dipilih dan memilih serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Oleh landasan tersebut, Wa Ode Nurhayati selaku pemohon
untuk mengajukan keberatan sebab dirinya telah dianggap mencabut hak asasi

seseorang.

# Lihat pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilu.
* Lihat pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
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B. Putusan Mahkamah Agung No. 55/P/HUM/2018
1. Pemohon
Pemohon adalah Wa Ode Nurhayati, beralamatkan di apartemen permata
senayan, jalan palmerah selatan, kelurahan gelora, kecamatan tanah abang,
Jakarta pusat.
2. Objek Permohonan
Objek Permohanan dari pemohon adalah:
a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.
c. Undang-Undang NO. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.
3. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon
Bahwa pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap
hanya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yakni:*

a. Perorangan warga negara Indonesia

# Lihat pasal 31 A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang pengujian peraturan perundang-
undangan.
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b. Kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat*

Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah
pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohanan keberatab
hak uji materil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal
Standing) untuk mempersoalakan objek permohonan a quo sebagaimana
dimaksud dalam pasak 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Lebih lanjut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang
atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas
berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari

undang-undang.*’

% Pytusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 8.

7 Lihat pasal langka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengajuan
keberatan.



37

Bahwa dengan demikian, pemohon dalam pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan
membuktikan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dalam pasal 31A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan pasal 1 angka 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-
undangan yang dimohonkan pengujian

Bahwa dalam permohonannya, pemohon adalah Warga Negara

Indonesia, mantan terpidana kasus korupsi dan tidak pernah dicabut hak
politiknya berdasarkan putusan pengadilan (bukti P-1, P-4 dan P-5), yang telah
mendaftar sebagai calon anggota DPR-RI di Partai Amanat Nasional dan akan
didaftarkan di KPU RI (bukti P-6). Sedangkan objek hak uji materiil melarang
mantan terpidana korupsi untuk menjadi bakal calon peserta pemilu Anggota
DPR RI. Dengan adanya persyaratan di dalam objek hak uji materiil bahwa
calon bukan mantan terpidana korupsi, maka pemohon merasa kepentingannya
dirugikan karena objek hak uji materiil a quo telah membatasi atau mencabut
hak politik pemohon untuk mendaftar sebagai bakal calon peserta pemilu

anggota DPR-RI.%®

* Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang, Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
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Bahwa dari dalil-dalil pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang sudah
diajukan, Mahkamah Agung mempunyai pendapat pemohon merupakan subjek
hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil, namun
oleh karena pemohon adalah mantan terpidana korupsi, maka kepentingannya
sebatas pada pembatalan frasa mantan terpidana korupsi dan Mahkamah Agung
tidak menguji terhadap frasa mantan terpidana bandar narkoba dan kekerasan
terhadap anak, dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo
sebagaimana pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan
pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Bahwa
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berwenang untuk
menguji permohonan a quo dan pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), sehingga secara formal dapat diterima.*

4. Undang-Undang Yang Bertentangan
a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

¢. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 8.

* 1bid., 8-9.
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5. Alasan-Alasan Keberatan Pemohon

Bahwa KPU dalam menerbitkan PKPU 20/2018 telah menyalahi
prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana menerbitkan
PKPU 20/2018 tentang pencolonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 Juni 2018 dan tanggal 2
Juli 2018. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 KPU melakukan revisi PKPU
20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan ~ Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota namun telah melakukan beberapa perubahan isi pasalnya
tanpa melakukan perubahan pada nomor PKPU dan hanya tetap menggunakan
nomor dan judul PKPU yang sama pula dan PKPU 20/2018 yaitu pada tanggal
2 Juli 2018 yang diundangkan pada tanggal 3 Juli 2018 berdasarkan berita
negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 834.%°

Bahwa dengan adanya perubahan materi muatan dalam PKPU 20/2018
seharusnya KPU tidak boleh menggunakan nomor yang sama pada PKPU yang
sudah direvisi, karena proses pembentukan peraturan oleh KPU sudah selesai
ketika PKPU ditandangani oleh ketua KPU dan tidak boleh dilakukan
perubahan oleh KPU sampai diundangkan berdasarkan pasal 81, 83 UU PPP

dan pasal 76 ayat (3) UU Pemilu. Norma pada pasal 5 huruf d UU PPP telah

% Ibid., 9-10.
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mengamanahkan bahwa “dalam membentuk peraturan perundang-undangan
harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik, yaitu meliputi:

a. Kejelasan tujuan

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. Dapat dilaksanakan

d. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. Keterbukaan, dan

g. Kejelasan rumusan

Penjelasan yang dimaksud pada asas dapat dilaksanakan adalah bahwa
setiap dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus
memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam
masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.**

Hal tersebut dimaknai agar pembuat undang-undang tidak sewenang-
wenang dalam perebutan kekuasaan yang siapa saja dapat melakukan apa saja
demi mempertahankan kekuasaan dan merebut kekuasaan. Dari uraian tersebut
maka sepantasnya PKPU 20/2018 cacar formil karena telah menyalahi

prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 huruf d UU PPP

*bid., 10-11.
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dan harus batal demi hukum serta telah dianggap tidak berlaku secara
keseluruhan.

KPU dengan sengaja menyelundupkan norma hukum larangan mantan
terpidana bandar narkoba, kejahatan terhadap anak dan korupsi sudah jelas
dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu ke dalam pasal 4 ayat (3), dan pasal
11 ayat (1) PKPU 20/2018 yang mengunci partai politik tidak mengajukan
bakal calon mantan narapidana.®® Dalam formulir B.3 berisi pernyataan
pimpinan partai politik sesuai tingkatannya bahwa nama-nama bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan
mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan terhadap anak dan korupsi,
apabila melanggar hal tersebut maka bersedia menerima sanksi administrasi
berupa pembatalan bakal calon yang diajukan.

Pada pasal 240 Undang-Undang Pemilu sudah secara tegas
membolehkan siapa saja mantan narapidana untuk menjadi calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bahkan tidak ada satupun norma
pada Undang-Undang pemilu yang melarang partai politik untuk mengajukan
bakal calon mantan narapidana tertentu.>® Pada pasal 5 huruf ¢ Undang-
Undang PPP telah mengamanahkan bahwa dalam membentuk peraturan
perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi:

*? Lihat pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pemilu.
> Lihat pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
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a. Kejelasan tujuan
b. Kelembagaan pembentuk yang tepat
c. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f.  Kejelasan rumusan
g. Keterbukaan
Pada penjelasan yang berbunyi yang dimaksud dengan asas kesesuaian
antara jenis, hirarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam
pembatasan hak asasi manusia hanya dapat diatur dalam peraturan perundang-
undangan yaitu undang-undang bukan peraturan di bawah undang-undang,
yang ini jelas tertuang dalam pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPP.>*
Secara akademis, opened legal policy artinya KPU ketika membuat
peraturan memiliiki kesempatan terbuka mengatur lebih lanjut norma yang

akan diatur dalam peraturan KPU. Berbeda dengan konteks closed legal policy

> Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 12-13.
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dimana pembuat norma terikat pada nomenklatur penormaan yang telah
dikunci dalam peraturan yang diatasnya. Artinya tidak ada lagi ruang tersedia
bagi pembuat norma lanjutan untuk menafsirkan secara terbuka kaidah norma
dalam aturan hukum di atasnya. Meskipu demikian, opened legal policy sendiri
oleh bukan berarti keleluasaan mutlak KPU membuat peraturan yang bisa
leluasa serampangan membuat pengaturan yang justru menabrak prinsip norma
yang di atasnya yang juga disebut opened legal policy terbatas. Hal inilah yang
secara makro yuridis normatif tergambar dalam PKPU 20/2018 sebagai tindak
lanjut perintah dalam Undang-Undang Pemilu.*

Bahwa dengan uraian di atas secara jelas PKPU 20/2018 bertentangan
dengan norma pasal 5 huruf ¢ dan pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang
PPP dan harus dibatalkan secara keseluruhan atau setidak-tidaknya padal 4 ayat
(3) dan pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20/2018.

6. Petitum

Dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka pemohon mohon
kepada Mahkamah Agung, berkenan memeriksa dan memutuskan untuk
menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/uji materiil yang diajukan
pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

>Ibid., 13-14.
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan dan dinyatakan tidak berlaku atau setidak-
tidaknya menyatakan pasal 4 ayat (3), pasal 6 ayat (1) huruf e dan pasal 11 ayat
(1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan
dinyatakan tidak berlaku.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018
tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
memerintahkan panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan Negara untuk
dicantumkan dalam berita Negara Republik Indonesia, menghukum Termohon

untuk membayar biaya perkara.®’

*®1bid., 15.
" 1bid., 15-16.
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7. Pertimbangan Hukum

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil
pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota. Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan
substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah pemohanan a quo memenuhi persyaratan formal,
yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek
permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum pemohon untuk

mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.®
Selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangakan apakah
pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan keberatan hak uji
materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk
mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal
31 A ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan keuda
atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.* Lebih
lanjut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011

menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau

perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas

58 111
Ibid., 16.
> Lihat pasal 31 A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
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berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari
undang-undang.®

Permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk diputus oleh Mahkamah
Agung Yyaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota atau setidaknya pasal 4 ayat (3), pasal 6 ayat (1) huruf e dan
pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ternyata sama dengan objek hak
uji materiil yang telah dipertimbangkan.®*

8. Putusan

Mahkamah Agung tidak menerima permohonan dari pemohon karena
maksud dan tujuan permohonan pemohon objek hak uji materiil a quo telah di
uji dalam putusan Mahhkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13

September 2018 dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga

% Pytusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 17.

*' Ibid., 18.
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terhadap permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari
pemohon harus dinyatakan tidak diterima.®?

Adapun pengujian atas pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang
dimohonkan pengujian oleh pemohon, Mahkamah Agung mempunyai
pendapat bahwa mencermati ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ternyata berisi ketentuan
mengenai  persyaratan pengajuan bajak calon  berupa pengaturan
penandatanganan dan pelaksanaan pakta intregritas pencalonan anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (3), merupakan norma turunan dari pasal 4 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018, norma yang dimana dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 September
2018 masih tetap hidup dan berlaku karena yang dibatalkan terbatas pada frasa
mantan terpidana korupsi maka norma pasal 6 ayat (1) huruf e a quo dan
ketentuan yang dijadikan dasar pengujiannya tidak ditemukan dalam positanya,
namun muncul dalam petitum permohonan, maka terhadap permohonan

pengujian pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

52 Ibid., 51.
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20 Tahun 2018 harus dikesampingkan dari pengujian Mahkamah Agung dan

tidak relevan untuk dipertimbangkan.®®

% 1bid., 52.



BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 55/P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA

A. Tinjavan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Putusan Mahkamah Agung
Nomor 55/P/HUM/2018 tentang Pencalonan Legislatif Mantan Narapidana

Negara hukum yaitu suatui konsep yang mempunyai berparadigma bahwa
negara dan pemerintah tidak dibetulkan bertindak atas kekuasaannya namun
harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang sudah positif yakni undang-
undang yang pada dasarnya berdiri tegak diatas kebenaran hukum undang-
undang yang paling dasar, yaitu Undang-Undang Dasar.**

Ekistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan
rakyat dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, totaliter
dan otoriter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilahan umum dianggap
sebagai lambing dan juga menjadi tolak ukur dari sebuah sistem demokrasi.
Pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana sebagai
membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang adil dan
jujur.65
Pemilihan umum merupakan waktu yang tepat sebagai evaluasi kinerja

para parlemen. Hal tersebut bias menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih,

yakni bagi calon legislatif yang mempunyai jejak yang buruk seharusnya dapat

% Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 138.
5 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 461.
47
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dicegah untuk terpilih kembali. Begitupun sebaliknya, pemilihan umum juga
bias menjadi referensi untuk tidak memilih calon legislative yang mempunyai
rekam jejak yang buruk yaitu melakukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).

KPU telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018
tentang pencalonan anggota legislatif. PKPU ini menjadi pedoman KPU untuk
melaksanakan tahapan pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019. Salah
satu pasal di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan
narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan itu terdapat
pada pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu calon warga negara Indonesia harus memenuhi
syarat: “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap
anak atau korupsi”.*®

Hal tersebut menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Langkah
KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislative sudah
ditentang oleh pemerintah, Bawaslu dan DPR. Penolakan tersebut terjadi sebab
KPU melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana
yang sudah menjalani masa hukuman lebih dari 5 tahun atau tepat 5 tahun tidak
boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan

mengumumkan diri kepada masyarakat luas mengenai kasus hukum yang pernah

% Lihat pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pemilu.
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menjeratnya.”’” Selain itu, pelanggaran oleh KPU tersebut dianggap bertentangan
dengan pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.°® Mantan narapidana korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama
dengan warga negara lain yang berupa suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Sistem politik demokrasi dipilih sebab demokrasi telah memberikan posisi
penting untuk rakyat. Rakyat disini memiliki kekuasaan tertinggi dalam
menentukan kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui
pemilihan umum. Teori demokrasi konstitusional tidak hanya lepas dari konsep
demokrasi dan nomokrasi, sebab dua konsep tersebut saling berkesinambungan
sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis dan negara
demokrasi berdasarkan hukum.

Dalam pemilihan umum atau pilkada juga merupakan salah satu cara
penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan
hak untuk dipilih. Sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 28 huruf d
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Yang
berarti negara sudah mejamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak untuk

duduk dalam kursi pemerintahan.

%7 Lihat pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
% Lihat pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar 1945.
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Tujuan dari pemilihan umum yaitu untuk menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di badan legislatif atau memilih
kepala daerah di bidang eksekutif. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan
umum diharapkan berlangsung secara luberjudil (langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil) sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.®

Sebagai bagian dari sistem pemilhan umum merupakan aktualisasi
demokrasi daerah. Dalam perspektif filosofis, munculnya ide tentang pemilihan
umum secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan
kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan umum secara
langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu dan didukung
oleh rakyat. pemilu secara langsung juga diharapkan dapat menjadi alat
pergantian politik, dimana orang yang terbaik dapat menjadi pemimpin.”

Jaminan atas Hak Asasi Manusia harus tercantum di dalam undang-undang
dasar tertulis suatu negara, dan dianggap sebagai poin terpenting yang harus ada
dalam sebuah konstitusi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok
yang dimiliki manusia sejak lahir.”"

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang hak asasi manusia disebutkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat

% Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik Masyarakat Adat dalam
Pelaksanaan Pemilihan Umum’, vol 9 no. 1 (2012), 137.

7 Suharizal, “Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah”,
vol 7 no. 5 (2010), 95.

"' Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011),
167.
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dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerahnya yang sangat wajib dihormati, dilindungi dan sangat dijunjung tinggi
terhadap suatu negara, hukum dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Indonesia sebagai negara hukum (rechsstaat). Tentunya mengakui akan
keberadaan hak asasi manusia. Ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa undang-undang lain, yang
merupakan ratifikasi perjanjian internasional misalnya Undang-Undang Nomor
39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat
sebuah pengakuan yang cukup luas terhadap hak asasi manusia. Dalam undang-
undang tersebut terdapat pengakuan atas menjamin hak-hak sipil dan politik,
hak-hak ekonomi, budaya dan sosial, bahkan kelompok anak, perempuan dan
masyarakat adat.

Dalam mengakui keberadaan hak asasi manusia terdapat kelompok yang
menyangkut hak-hak sipil dengan antara lain:"

1. Hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya.

> Hanum Hapsari, “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai
Calon Legislatif”, Vol 4 Nomor 2 (2018), 141.
7 Jimly Assidiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Bandung: Rajawali Press, 2012), 364.
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2. Hak untuk bebas dari perlakuan penyiksaan maupun penghukuman lain yang
kejam, memperlakukan secara tidak manusiawi serta merendahkan martabat
manusia.

3. Hak untuk bebas dari segala perlakuan perbudakan.

Selain dari kelompok hak-hak sipil juga terdapat hak politik, ekonomi,
sosial dan budaya yakni antara lain:"*

1. Hak untuk berserikat, menyatakan pendapat secara damai baik dengan lisan
maupun dengan tulisan.

2. Hak untuk dipilih dan memilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

3. Hak untuk diangkat sebagai menduduki jabatan-jabatan publik.

4. Hak sebagai memiliki hak milik pribadi.

Selanjutnya adalah kelompok dari hak-hak khusus dan hak tas
pembangunan antara lain:”

1. Hak untuk menjamin perempuan dilindungi untuk menadapat kesetaraan
gender dalam kehidupan nasional.

2. Hak khusus yang terdapat pada diri perempuan sebab fungsi dari
reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

3. Hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Kelompok selanutnya terdapat kelompok yang mengatur mengenai

tanggung jawab negara dan sebuah kewajiban asasi manusia antara lain:"®

" 1bid., 364.
" 1bid., 364.
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1. Setiap individu wajib menghargai hak asasi manusia orang lain dalam
keadaan tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan oleh
undang-undang dengan maksud semata-mata sebagai menjamin pengakuan
dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta sebagai
memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan
kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum

3. Negara wajib bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan, pemajuan
dan pemenuhan hak-hak asasi manusia

4. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusai dibentuk komisi nasional
hak asasi manusia yang sudah bersifat independen.

Dari pengelompokkan diatasa terdapat hak asasi manusia yang sudah tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun yakni: hak untuk hidup, hak merdeka, hak
untuk tidak disiksa, hak beragama, hak tidak memperbudak manusia, hak untuk
diakui pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut.”’

Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20
Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8 1bid., 365.
" 1bid., 362.
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Kota/Kabupaten, dengan ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana
korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada
masa pendaftaran pemilihan calon legislatif 2019. Hal tersebut menjadi sebuah
perdebatan diberbagai kalangan.

Terdapat penolakan sebab Komisi Pemilihan Umum dianggap telah
melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa mantan
narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau bahkan lebih boleh
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang mencalonkan
mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah
dilakukannya. Selain hal itu, pelarangan oleh Komisi Pemiihan Umum tersebut
dianggap bertentangan dengan pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Republik
Indoesia Tahun 1945. Disini mantan narapidana kasus korupsi dianggap telah
memiliki hak politik yang sama juga dengan warga negara yang ada negara
Indonesia, yang sudah dijamin oleh konstitusi.”®

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerbitkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2019. Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini sebagai pedoman KPU dalam

melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

" 1bid., 363.
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Kabupaten/Kota dalam pemilu 2019. Salah satu poin yang menjadi sebuah
perdebatan masyarakat umum yakni tertera pada pasal 7 ayat 1 huruf h, yang
berbunyi “bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap
anak ataupun korupsi”.”’

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu menjadikan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan dalam pembuatan
larangan mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif.
Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaran negara yang bersih
dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.™

Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupatan/kota yaitu
orang-orang yang bersih. Dengan adanya aturan larangan calon anggota legislatif
dari mantan narapidan korupsi merupakan penjabaran atau bentuk perluasan
penafsiran dari Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 khususnya tafsiran pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pemilu Nomor
7 tahun 2017, yang bunyinya:*'

(1) “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat:
g. tidak pernah dipidana penjara berdarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

7 Lihat pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang pemilu.

% Hanum Hapsari, “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendafiarkan Diri Sebagai
Calon Legislatif”, vol 4 nomor 2 (2018), 145.

#! Lihat pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
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kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana’.

Pemerintah, DPR dan Bawaslu sudah melarang dengan adanya aturan
yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai mantan narapidan
korupsi untuk mejadi calon legislatif. Penolakan tersebut bisa terjadi sebab
adanya dugaan Komisi Pemilihan Umum melanggar Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mantan
narapidan yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau bahkan lebih boleh
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan
mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah dilakukannya.
Mereka tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sebab
korupsi sudah termasuk kejahatan yang luar biasa.®

Dalam hukum positif tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri
dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan
untuk mencabut hak politik seseorang. Dengan penjabaran tafsir undang-undang
diperlukan sebab korupsi itu sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa
dan KPU mempunyai wewenang pernuh menyusun aturan ini sebab KPU
merupakan lembaga independen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak melarang mantan

narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.

%2 Hapsari, “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon
Legislatif”, 146.



57

Tetapi mantan narapidana korupsi juga mempunyai hak politik untuk
dipilih dan memilih yang sama dengan warga negara yang lain dimana suatu hak
yang telah dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut berlawanan dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang melarang para
mantan narapidana korupsi untuk mendaftar di pemilihan legislatif 2019. Calon
anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana sudah tidak layak menjadi
wakil rakyat. Dibutuhkan standartisasi dalam persyaratan pencalonan legislatif di
Negara Indonesia, bahkan dalam hal masyarakat yang ingin melamar pekerjaan
pun perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dengan
adanya SKCK bertujuan untuk mengetahui orang tersebut pernah dipidana atau
belum. Apabila orang tersebut sudah pernah dipidana melakukan pidana maka
konsekuensinya adalah orang tersebut tidak akan dipilih atau terpilih. Disini
PKPU dapat memperlihatkan salah satu kegunaan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) dalam menyaring calon legislatif agar masyarakat
mendaptkan calon legislatif yang terbaik. Sehingga KPU akhirnya
memberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum larangan mantan terpidana
korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019.%

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dimulai dari pemerintahan

yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian daripada

¥ 1bid., 147.
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korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Pengertian dari korupsi disini adalah tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menagatur
tindak pidana korupsi.

Yang paling penting dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai
pelarangan mantan narapidan korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif
dalam pemilu 2019 yaitu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang
baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sehingga hal tersebut aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum
bisa dikatakan melanggara ketentuan pasal 28 huruf D Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Karena yang telah
diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, serta

4
kemanfaatan.®

. Analisis Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018

¥ 1bid.,. 147-148.
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Pengertian dari Figh siyasah adalah suatu konsep yang dimana berguna

untuk mengatur hukum dalam sebuah ketatnegaraan dalam bangsa dan negara

yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan untuk mencegah

kemudharatan. Figh siyasah juga dibagi ruang lingkupnya, terdapat tiga bagian

pokok pembagian ruang lingkup figh siyasah, yaitu:*

1.

Siyasah Dusturiyyah atau yang disebut juga politik perundang-undangan.
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri iyyah
oleh lembaga legislatif, peradilan atau gadlaiyah oleh lembaga yudikatif dan
admnistratif pemerintahan atau idhariyah oleh birokrasi atau eksekutif;
Siyasah Dauliyah/siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian
ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim
dengan yang non muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik
masalah peperangan atau siyasah harbiyah, yang mengatur etika berperang,
dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan
gencatan senjata;

Siyasah Maliyah atau yang disebut juga politik keuangan dan moneter.
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja
negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan

perbankan.

% Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, 15-16.
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Figh siyasah Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan
kompleks. Selain itu ada empat macam bidang kajian siyasah Dusturiyyah;*
1. Konstitusi
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-
undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah,
sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah
materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi adalah peraturan
antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan
karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan
masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi
mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut lurus mempunyai
masyarakat. Penafsiran landasan kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur
semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum
yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.
2. Legislasi
Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sultah al-
tashri’iyyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan
menetapkan hukum. Tetapi, dalam figh siyasah istilah al-shultah a/-
tasyri’iyyah dihunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau

kekuasaan pemerintah islam dan mengatur masalah kenegaraan.

% Iqbal, Figh siyasah, 180.
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3. Ummah

Dalam piagam madinah, pemakaian kata ummah ini mengandung dua
pengertian, yaitu pertama organisasi yang diikat oleh akidah islam. Kedua,
organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas
dasar ikatan sosial politik.

Sementara keberadaan figh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan
antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara
dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi,
permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup
pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang
dituntut oleh ha ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya,®” adapun dalam membuat peraturan dalam pemerintah islam itu
merupakan wewenang AAhl al-Halli wa al-’Aqdi.

Pengertian dari AAl al-Halli wa al-’Aqdi merupakan sekolompok orang
yang memilih imam atau kepala negara yang dinamakan AA/ al-Halli wa al-

"Aqdi . Ahl al-Halli wa al-’Aqdi dapat diartikan dengan orang-orrang yang

% Pulungan, Fikih Siyasah, 26.
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memiliki wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Arti tersebut telah
dirumuskan oleh ulama figh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak
sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.

Dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 20 Tahun
2018 telah disusun untuk mewujudkan pemilu atau pemilihan umum yang adil
dan bersih yang sesuai dengan undang-undang, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban dalam menyelenggarakan
pemilu yang adil dan bebas dengan mengaplikasikan dalam sebuah instrumen
hukum sebagai memberikan kepastian hukum untuk demi mewujudkan
pemilihan umum atau pemilu yang bersih, bebas dan korupsi pada akhirnya
dapat mewujudkan calon legislatif yang terbebas dari korupsi. Semangat yang
dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum setara dengan Figh Siyasah yang
mempertimbangkan kemaslahatan umat, dalam Figh Siyasah juga mengatur
syarat untuk menjadi AA/ al-Halli wa al-’Aqdi yang mensyaratkan:*®
1. Adil dengan segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari

segala yang haram.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijitihad di dalam

berbagai kasus dan hukum.

% Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 11.



3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut
sehinjgga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang
diketahuinya

4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat
menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat

5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan
mengurusi kemaslahatan

6. Memiliki rasa tanggung jawab dalam mempertahankan Negara

7. miliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan 7jma’.

Dari uraian tersebut terhadap ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum, dimana rasa semangat reformasnya yang diharapkan dari
para pendiri bangsa. *’ Maka disini penulis dapat memberikan pernyataan
bahwa dengan dihilangkannya korupsi dari para pejabat publik tentang
aturan korupsi di dalam pemerintahan harus diterapkan atau diberlakukan,
khususnya terhadap calon wakil rakyat seperti calon legislatif sebab syarat
untuk menjadi AA/ al-Halli wa al-’Aqdi salah satunya yaitu Adil dengan
segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari segala yang haram.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia pasal 28 j ayat 2 yang berbunyi: “dalam menjalankan hak dan

% Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.



kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.” Berdasarkan penjelasan tersebut sudah pasti
bahwa suatu aturan tentang sanksi tidak boleh ditentukan melalui
peraturan perundang-undangan melainkan undang-undang atau putusan
pengadilan.

Dengan ketentuan yang terkait dengan adanya larangan mantan
narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif yang
tidak semestinya dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU). Sebab kalau menggunakan nalar terhadap peraturan perundang-
undangan seharusnya penormaan dimasukkan ke dalam undang-undang.

Dengan menjaring calon wakil rakyat yang bersih dan bebas dari
korupsi sudah ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU), apabila peraturan tersebut telah dilaksanakan
dan terjadi ketidakpastian hukum. Sebab dalam peraturan KPU pasal 240
ayat 1 huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pedoman KPU

jadi menurut penulis terlalu berlebihan dalam penafsiran terhadap

% Lihat pasal 28 j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
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ketentuan sehingga menimbulkan larangan mantan narapidan menjadi
wakil rakyat.”! Seharusnya cukup dengan surat edaran dari KPU. Namun
yang terjadi permasalahan adalah surat edaran tersebut bukan menjadi
suatu aturan yang dimana mengikat jika hal tersebut menginginkan
menjadi sebuah instrumen hukum maka sudah benar jika diberlakukan
melalui PKPU. Tetapi dalam pemberlakuan PKPU harus mencakup 3 aspek
yaitu: aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek filosofis. Yang dilakukan oleh
KPU suatu tindakan yang berani menunjukkan integritas KPU sebagai

lembaga yang independen tanpa danya intervensi.

°! Lihat pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Dari putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/HUM/2018 tentang pencalonan
anggota legislatif mantan narapidana korupsi membahas tentang Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pembatalan
pada frasa “korupsi” yang mengakibatkan tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerbitkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam
pemilu 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ini sebagai
pedoman KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu 2019. Salah satu
poin yang menjadi sebuah perdebatan masyarakat umum yakni tertera pada
pasal 7 ayat 1 huruf h, yang berbunyi “bukan mantan terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak ataupun korupsi”. Dalam hukum
positif tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan

legislatif dan hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk
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mencabut hak politik seseorang. Dengan penjabaran tafsir undang-undang
diperlukan sebab korupsi itu sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar
biasa dan KPU mempunyai wewenang pernuh menyusun aturan ini sebab
KPU merupakan lembaga independen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak
melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.

2. Terhadap ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana rasa
semangat reformasnya yang diharapkan dari para pendiri bangsa. Maka
bahwa dengan dihilangkannya korupsi dari para pejabat publik tentang
aturan korupsi di dalam pemerintahan harus diterapkan atau diberlakukan,
khususnya terhadap calon wakil rakyat seperti calon legislatif, sebab
syarat untuk menjadi Ahl al-Halli wa al-’Aqd salah satunya yaitu Adil
dengan segala persyaratan dapat dipercaya dan terpelihara dari segala

yang haram.

B. Saran
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/P/Hum/2018 tentang pencalonan
anggota legislatif mantan narapidana korupsi sudah menjadi konsekuensi.

Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan terhadao
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hukum di Indonesia sudah seharusnya mematuhi putusan yang telah
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan
umum agar terlaksananya pemilihan umum 2019 mampu menghadirkan para
wakil rakyat yang bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
selayaknya direvisi. Agar dalam pemilihan umum 2019 terlaksana asas

luberjudil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).
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